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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah 

melimpahkan rahmat dan berkah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan 

Kegiatan Tahun2019 ini. 

Laporan Kegiatan Tahun 2019 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban 

kinerja dan transparansi Pengadilan Negeri Nabire selama Tahun 2019 kepada publik.  

Di dalam Laporan Kegiatan Tahun 2019 yang kami susun ini memuat laporan hasil 

manajemen perkara, manajemen aset, keuangan dan sumberdaya manusia yang kami 

lakukan selama Tahun 2019 dalam rangka upaya memberikan pelayanan keadilan kepada 

masyarakat. Selain laporan mengenai pengelolaan, kami sampaikan pula dalam laporan 

tahunan ini capaian-capaian, pengembangan dan perubahan yang telah kami lakukan 

dalam rangka upaya mewujudkan suatu Badan Peradilan yang Agung sebagaimana visi 

Mahkamah Agung RI.   

Penyusunan Laporan KegiatanTahun 2019 ini telah kami upayakan sebaik mungkin, 

walaupun demikian saran dan masukan baik dari instansi-instansi yang memayungi kami 

ataupun dari masyarakat sangat kami harapkan untuk lebih meningkatkan kinerja dan 

pelayanan dari kami kepada masyarakat. 

Terakhir, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri 

Nabire atas kerjasama bantuan pemikiran dan dukungan dalam menjalankan tugas pada 

Pengadilan Negeri Nabire, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan dan 

hikmah atas amanah yang kita laksanakan ini. Amin. 

 

Nabire, 9 Januari 2020 

Ketua Pengadilan Negeri Nabire 

 

 

 

Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H. 

NIP.197001281997031001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG. 

Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

143/KMA/SK/VII/2007tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan Bidang Pola Kelembagan 

Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan,Administrasi Perencanaan, 

Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan AdministrasiKeprotokolan, 

Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman 

BangunanGedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah 

Mahkamah Agung RI,Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola 

Klasifikasi Surat Mahkmah AgungRI bahwa setiap satuan kerja diwajibkan untuk 

melaporkan hasil kegiatannya secaraberjenjang kepada Mahkamah Agung melalui 

Pengadilan Tinggi sebagai koordinator diwilayah masing-masing.  

Penyampaian laporan inimerupakan salah satu bagian dari kegiatan 

manajemenyaitu sebagai sarana fungsi pengawasan (controlling) dan juga sebagai 

pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri 

Nabire. Laporan sebagai hasil daripenelaahan pelaksanaan kegiatan selama periode 

tertentu dijadikan sebagai acuan bahanpertimbangan dalam pengambilan keputusan 

maupun kebijakan yang akan diambil olehpimpinan/ penentu kebijakan guna 

pelaksanaan kegiatan periode yang akan datang. Tahapan penyusunan laporan 

dimulai dari tahapan persiapan berupa monitoring yaitupengumpulan data laporan 

dan penyelarasan dengan pedoman pelaksanaan kegiatan. Tahapselanjutnya 

adalah dilakukan evaluasi atas data yang masuk termasuk didalamnya 

tantangandan kendala yang dihadapi di lapangan. Kemudian tahap terkahir adalah 

penyusunan dalambentuk laporan. 

B. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN. 

Sebagai salah satu pelaksana tugas pokok kekuasaan kehakiman di lingkungan 

peradilan umum, Pengadilan Negeri  Nabirememiliki tugas pokok : 

1. Mengadilidan menyelesaikan perkara yang diajukankepadanya sesuai dengan 

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya. 

Selain berfungsi sebagai Peradilan Umum yang menangani perkara pidana dan 

perdata.Pengadilan Negeri Nabire masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi 

Jayapura. 

Dahulu Kabupaten Paniai berkedudukan di Nabire, sekarang menjadi Kabupaten 

Nabire dan berkedudukan di Nabire. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Nabire 

Meliputi 7 Kabupaten pemekaran, yaitu sebagai berikut : 

1. Kabupaten Nabire. 

2. Kabupaten Dogiyai. 

3. Kabupaten Paniai. 

4. Kabupaten Deiyai. 

5. Kabupaten Intan Jaya. 

6. Kabupaten Puncak Jaya. 

7. Kabupaten Puncak Papua. 

Mengingattanggungjawab yang begitu besar daripada Pengadilan Negeri 

Nabire, maka kebijakan yang ditempuh haruslah mencerminkan Peradilan yang 

efektif, efisien, modern dan mampu mewujudkan rasa keadilan masyarakat. 

Selanjutnya Pengadilan Negeri Nabire selama Tahun 2019 ini telah membuat 

kebijakan-kebijakan yang bertujuan mewujudkan suatu lembaga peradilan yang 

efektif, efisien, modern dan  mampu mewujudkan rasa keadilan masyarakat 

diantaranya ialah mengaplikasikan Progam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran 

Perkara) untuk lebih mengefektifkan pengelolaan perkara, meningkatkan kapasitas 

internet sehingga akan lebih mendukungkinerja IT yang selanjutnya akan 

mengefisienkan pengelolaan data, penyediaan informasi bagi masyarakat, serta 

lebih mendukung fasilitas kerja bagi segenap komponen Pengadilan Negeri Nabire. 

Sedangkan untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan kepuasan publik 

terhadap layanan pengadilan telah dilakukan peningkatan kualitas SDM dengan 

terus menerus mengirimkan Hakim-Hakim maupun karyawan untuk mengikuti 

pelatihan-pelatihan dan sosialisasi berbagai macam peraturan baru agar terbinanya 

SDM yang berkualitas dan profesional guna mendukung terciptanya sistem 

peradilan yang efisien, efektif dan bermartabat. Kemudian untuk menjaga integritas 

segenap kompenonen pada Pengadilan Negeri Nabire dibentuklah suatu sistem 

pengawasan secara internal dan fungsional serta mempermudah mekanisme 

pengaduan masyarakat terhadap institusi Peradilan melalui mediaelektronik, surat 

maupun secara langsung.  



 

Laporan Kegiatan Pada Pengadilan Negeri Nabire Tahun 2019-  Hal.3 

C. VISI DAN MISI. 

Sesuai dengan cetak biru pembaruan peradilan tahun 2010-2035 Mahkamah 

Agung RI, Visi dan Misi Pengadilan Negeri Nabire sebagai berikut : 

Visi Pengadilan Negeri Nabire adalah : 

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI NABIRE  YANG AGUNG” 

Misi Pengadilan Negeri Nabire adalah : 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Nabire. 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari 

keadilan. 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Nabire. 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Nabire. 

D. MOTTO PENGADILAN NEGERI NABIRE 

“N A B I R E” 

(Netral,Amanah,Bertanggung Jawab,Integritas, Responsif, Efektif) 

 

E. RENCANA STRATEGIS( RENSTRA ). 

1. Penyederhananan Proses Berperkara. 

 Membentuk Pengadilan Acara Cepat untuk memutus perkara dengan nilai 

gugatan tertentuatau bisa juga untuk menangani perkara pidana dengan 

ancaman hukuman denda, ancaman hukuman badan ringan atau 

pelanggaran. 

 Pelaksanaan Gugatan Sederhana. 

 Mengefektifkan Mediasi dan Perdamaian. 

 
2. Penguatan Akses Pada Keadilan. 

 Mengefektifkan Penyaluran Bantuan Hukum  

a). Memperjelas kriteria pihak yang berhak menerima bantuan Pro Bono. 

b). Memperjelas mekanisme dan pengawasan penggunaan anggaran 

ProBono. 

c). Penyediaan anggaran untuk operasional Pengadilan dalam perkara 

ProBono. 
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3. Penguatan SDM. 

 Pelatihan dan Pengembangan Berbasis Kompetensi 

 Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi. 

a) Pola karir berbasis kompetensi. 

b) Penilaian kinerja dan remunerasi berbasis kompetensi. 

 
4. Pengelolaan Anggaran. 

 Penataan sistem dan perencanaan. 

 Penataan sistem dan pelaksanaan sesuai dengan SOP. 

 Memperkuat kemampuan SDM pengelola anggaran. 

 Mendorong transparansi pengelolaan anggaran. 

 
5. Pengelolaan Aset. 

 Mendorong perilaku positif dalam pengelolaan asset. 

 Mengubah pendekatan dalam pengelolaan aset dari pendekatan administratif 

asset menjadi manajemen asset yang menerapkan asas fungsional, 

kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas publik dan kepastian 

nilai. 

 Penertiban asset melalui keharusan kepemilikan identitas dan informasi yang 

jelas melalui dokumen kepemilikan. 

 
6. Penguatan Sistem IT. 

 Melaksanakan informasi terintegrasi antara publik, pengguna jasa peradilan 

dan penegak hukum lainnya. 

 Melaksanakan informasi terintegrasi antara Pengadilan Tingkat Pertama, 

Tingkat Banding dan Kasasi, dengan penerapan Aplikasi SIPP. 

 
7. Akuntabilitas. 

 Penguatan sistem pengawasan 

a). Restrukturisasi organisasi pelaksana fungsi pengawasan. 

b). Pelaksana SDM pelaksana fungsi pengawasan. 

c). Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan. 

d). Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi 

masyarakat. 

 Meningkatkan keterbukaan informasi 

a). Membangun kultur keterbukaan di Pengadilan. 



 

Laporan Kegiatan Pada Pengadilan Negeri Nabire Tahun 2019-  Hal.5 

b). Mengembangkan mekanisme untuk mengakses informasi yang 

sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya rendah. 

 
8. Modernisasi Manajeman Perkara. 

 Keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan 

a). Transparasi putusan. 

b). Tranparasi informasi perkara. 

c). Integrasi informasi perkara. 

d). Pelaporan perkara berbasis elektronik. 

 Modernisasi bentuk pelayanan publik 

a). Manajemen perkara berbasis elektronik. 

b). Pelayanan publik berbasis elektronik. 

c). Simplifikasi administrasi perkara cepat. 

 Pelayanan hukum terintegrasi. 

 

9. Penyempurnan Organisasi Manajemen Perkara. 

 Tahap I 

Identifikasi permasalahan pada sistem yang sedang berjalan pada 

Pengadilan melalui analisis beban kerja, analisis kompetensi dan 

inventarisasi masalah. 

 Tahap II 

Secara bertahap menerapkan reformasi birokrasi sehingga terwujud 

efisiensi dan keefektifan kinerja serta transparansi badan peradilan yang 

berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
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BAB II 

PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU 

 

A. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Negeri Nabire 

Pengadilan Negeri Nabire menangani perkara perdata meliputi perkara 

permohonan, perkara gugatan, perkara gugatan sederhana, sedangkan perkara 

pidana meliputi perkara pidana biasa, perkara tindak pidana ringan, perkara, pidana 

cepat, perkara pidana lalu lintas, perkara pidana khusus anak, praperadilan. 

Rekapitulasi keadaan perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Nabire 

pada tahun 2019, sebagai berikut : 

1. Penyelesaian Perkara Ditingkat Pertama 

a) Perkara Perdata 

Keterangan Rekapitulasi Perkara Perdata yang disielesaikan pada tingkat pertama: 

 Sisa Tahun 2018  :   14 perkara; 

 Masuk Tahun 2019 : 108 perkara; 

 Putus sampai dengan Desember 2019   : 119 perkara; 

 Sisa Belum Putus 2019  :    3 perkara; 

 

b) Perkara Pidana 

Keterangan Rekapitulasi Perkara Pidana yang diselesaikan pada tingkat pertama: 

 Sisa Tahun 2018  :   13 perkara; 

 Masuk Tahun 2019 : 1726 perkara; 

 Putus sampai dengan Desember 2019   : 1727 perkara; 

 Sisa Belum Putus 2019  :    12 perkara; 

Jenis Perkara Sisa Awal Masuk Putus Sisa Akhir 2019 

Perdata Gugatan  14 19 30 3 

Perdata Permohonan 0 74 74 0 

Gugatan Sederhana 0 15 15 0 

Total 14 108 119 3 

Jenis Perkara Sisa Awal Masuk Putus Sisa Akhir 2019 

Pidana Biasa 13 121 122 12 

Pidana Ringan 0 0 0 0 

Pidana Cepat 0 1 1 0 

Pidana Lalu Lintas 0 1600 1600 0 

Pidana Anak 0 4 4 0 

Praperadilan 0 0 0 0 

Total 13 1726 1727 12 
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2. Penyelesaian Perkara Melalui Upaya Hukum Banding 

a) Perkara Perdata 

Keterangan Rekapitulasi Perkara Perdata yang diselesaikan melalui upaya hukum banding: 

 Sisa Tahun 2018  : 2 perkara; 

 Masuk Tahun 2019 : 7 perkara; 

 Putus sampai dengan Desember 2019   : 8 perkara; 

 Sisa Belum Putus 2019  : 1 perkara; 

 Berkas Banding Belum Terkirim : 0 perkara; 

 

b) Perkara Pidana 

Jenis Perkara Sisa Awal Masuk Putus 
Sisa Akhir 

2019 

Belum 

Terkirim 

Pidana Biasa 4 4 5 3 1 

Pidana Ringan 0 0 0 0 0 

Pidana Cepat 0 0 0 0 0 

Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0 0 

Pidana Anak 0 0 0 0 0 

Praperadilan 0 0 0 0 0 

Total 4 4 5 3 1 

 

Keterangan Rekapitulasi Perkara Pidana yang diselesaikan melalui upaya hukum banding: 

 Sisa Tahun 2018  : 4 perkara; 

 Masuk Tahun 2019 : 4 perkara; 

 Putus sampai dengan Desember 2019   : 5 perkara; 

 Sisa Belum Putus 2019  : 3 perkara; 

 Berkas Banding Belum Terkirim : 1 perkara; 

 

3. Penyelesaian Perkara Melalui Upaya Hukum Kasasi 

a) Perkara Perdata 

Jenis Perkara Sisa Awal Masuk Putus Sisa Akhir 
Belum 

Terkirim 

Perdata Gugatan  2 7 8 1 0 

Perdata Permohonan 0 0 0 0 0 

Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 

Total 2 7 8 1 0 

Jenis Perkara Sisa Awal Masuk Putus Sisa Akhir 
Belum 

Terkirim 

Perdata Gugatan  4 4 0 8 1 

Perdata Permohonan 0 1 0 1 0 
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Keterangan Rekapitulasi Perkara Perdata yang diselesaikan melalui upaya hukum kasasi: 

 Sisa Tahun 2018  : 4 perkara; 

 Masuk Tahun 2019 : 5 perkara; 

 Putus sampai dengan Desember 2019   : 0 perkara; 

 Sisa Belum Putus 2019  : 9 perkara; 

 Berkas kasasi Belum Terkirim : 1 perkara; 

 

b) Perkara Pidana 

Jenis Perkara Sisa Awal Masuk Putus 
Sisa Akhir 

2019 

Belum 

Terkirim 

Pidana Biasa 10 7 0 17 0 

Pidana Ringan 0 0 0 0 0 

Pidana Cepat 0 0 0 0 0 

Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0 0 

Pidana Anak 0 0 0 0 0 

Praperadilan 0 0 0 0 0 

Total 10 7 0 17 0 

Keterangan Rekapitulasi Perkara Pidana yang diselesaikan melalui upaya hukum kasasi: 

 Sisa Tahun 2018  : 10 perkara; 

 Masuk Tahun 2019 :   7 perkara; 

 Putus sampai dengan Desember 2019   :   0 perkara; 

 Sisa Belum Putus 2019  : 17 perkara; 

 Berkas Kasasi Belum Terkirim :   0 perkara; 

 

4. Penyelesaian Perkara Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) 

a) Perkara Perdata 

Keterangan Rekapitulasi Perkara Perdata yang diselesaikan melalui upaya hukum PK: 

 Sisa Tahun 2018  : 0 perkara; 

 Masuk Tahun 2019 : 0 perkara; 

 Putus sampai dengan Desember 2019   : 0 perkara; 

 Sisa Belum Putus 2019  : 0 perkara; 

 Berkas PK Belum Terkirim : 0 perkara; 

 

Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 

Total 4 5 0 9 1 

Jenis Perkara Sisa Awal Masuk Putus Sisa Akhir 
Belum 

Terkirim 

Perdata Gugatan 0 0 0 0 0 

Perdata Permohonan 0 0 0 0 0 

Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 
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b) Perkara Pidana 

Jenis Perkara Sisa Awal Masuk Putus 
Sisa Akhir 

2019 

Belum 

Terkirim 

Pidana Biasa 0 1 0 1 0 

Pidana Ringan 0 0 0 0 0 

Pidana Cepat 0 0 0 0 0 

Pidana Lalu Lintas 0 0 0 0 0 

Pidana Anak 0 0 0 0 0 

Praperadilan 0 0 0 0 0 

Total 0 1 0 1 0 

Keterangan Rekapitulasi Perkara Pidana yang diselesaikan melalui upaya hukum PK: 

 Sisa Tahun 2018  : 0 perkara; 

 Masuk Tahun 2019 : 1 perkara; 

 Putus sampai dengan Desember 2019   : 0 perkara; 

 Sisa Belum Putus 2019  :1 perkara; 

 Berkas PK Belum Terkirim :  0 perkara; 

 

B. Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Negeri Nabire 

 Jumlah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya yang diputus 

No Perkara 

Sisa 

Perkara 

2018 

Sisa Perkara 

Yang 

Diselesaikan 

Pada 2019 

Di Tingkat 

Pertama 

Rasio 

PenangananSisa 

Perkara Di 

Tingkat Pertama 

(%) 

Perakara 

Yang 

Masih 

Melakukan 

Upaya 

Hukum 

Keterangan 

1 Pidana Pidana 

Biasa 

13 13 100 % - - 

Pidana 

Ringan 

- - - - - 

Pidana 

Cepat 

- - - - - 

Pidana Lalu 

Lintas 

- - - - - 

Pidana Anak - - - - - 

Praperadilan - - - - - 

2 Perdata Perdata 

Gugatan  

14 14 100% 4 Banding : 2 

Kasasi : 2 

Perdata 

Permohonan 

- - - - - 

Gugatan 

Sederhana 

- - - - - 
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Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa penyelesaian sisa perkara perdata dan pidana 

tahun 2018 yang masuk menjadi tunggakan di tahun 2019 dapat diselesaikan/diputus pada 

tingkat pertama di tahun 2019 secara keseluruhan sehingga rasio penyelesaian sisa 

perkara pidana dan perdata ditingkat pertama adalah 100%. 

 

 Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu. 

a) Perkara Perdata 

No Perkara 

Jumlah Perkara 

Keseluruhan (Sisa 

2018 dan masuk 

2019) 

Putus 

(< = 6 bulan) 

Putus 

(> 6 bulan) 
Total Putus 

1 Perdata Gugatan  33 30 0 30 

2 Perdata Permohonan 74 74 0 74 

3 Gugatan Sederhana 15 15 0 15 

 

b) Perkara Pidana 

No Perkara 

Jumlah Perkara 

Keseluruhan (Sisa 

2018 dan masuk 

2019) 

Putus 

(< = 6 bulan) 

Putus 

(> 6 bulan) 
Total Putus 

1 Pidana Biasa 134 122 0 122 

2 Pidana Ringan 0 0 0 0 

3 Pidana Cepat 1 1 0 1 

4 Pidana Lalu Lintas 1600 1600 0 1600 

5 Pidana Anak 4 4 0 4 

6 Praperadilan 0 0 0 0 

 

 Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK. 

a) Perkara Perdata 

Jenis 

Perkara 

Putus 

Tahun 

2019 

Jumlah Perkara Yang 

Mengajukan Upaya Hukum 

Jumlah Perkara 

Yang Tidak 

Mengajukan 

Upaya Hukum 

Keterangan 

Banding Kasasi PK 

Perdata 

Gugatan 
30 7 4 0 20 

1 perkara 

banding 

lanjut  kasasi 

Perdata 

Permohonan 
74 0 1 0 73  

Gugatan 

sederhana 
15 0 0 0 15  

Jumlah 119 7 5 0 107  

Keterangan : 
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Jumlah perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK 

adalah : 107 perkara. 

 

b) Perkara Pidana 

Jenis 

Perkara 

Putus 

Tahun 

2019 

Jumlah Perkara Yang 

Mengajukan Upaya Hukum 

Jumlah Perkara 

Yang Tidak 

Mengajukan 

Upaya Hukum 

Keterangan 

Banding Kasasi PK 

Pidana Biasa 122 4 7 1 111 

1 perkara 

banding 

lanjut  kasasi 

Pidana Ringan 0 0 0 0 0  

Pidana Cepat 1 0 0 0 1  

Pidana Lalu 

Lintas 
1600 0 0 0 1600  

Pidana Anak 4 0 0 0 4  

Praperadilan 0 0 0 0 0  

Jumlah 1727 4 7 1 1716  

Keterangan : 

Jumlah perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK 

adalah : 1716 perkara. 

 

C. Akreditasi Penjamin Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) 

 POSBAKUM. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal(1) 

dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi 

Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Dalam SEMA No. 

10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan yang berhak 

mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar 

jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27) 

Pada Pengadilan Negeri Nabire, berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 Pasal 25, 

pelayanan / jasa bantuan hukum yang diberikan meliputi pemberian informasi, konsultasi 

dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela 

kepentingan Tersangka/Terdakwa yang tidak mampu. 
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Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Nabire mendapatkan alokasi anggaran 

Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta) yang diperuntukan untuk menyediakan pemberian 

layanan melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) bagi para pencari keadilan yang ada di 

wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire.  

Berikut realisasi anggaran Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Nabire untuk 

tahun anggaran 2019 : 

NO. URAIAN  

BELANJA REALISASI BELANJA 

KET Anggaran 
Semula 

Anggaran 
Setelah Revisi 

Realisasi 
Anggaran 

Sisa Anggaran 
Realisasi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Layanan Pos 

Bantuan Hukum 
Rp. 24.000.000,- Rp. 24.000.000,- Rp. 24.000.000,- Rp.0,- 100 - 

 

 

 Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu. 

Untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, Pengadilan 

Nabire berkoordinasi dengan POLRES Paniai secara rutin melaksanakan sidang Zetting 

Plaat di Kabupaten Paniai. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan fasilitas dan sarana 

gedung milik Pengadilan Negeri Nabire yang ada di Kabupaten Paniai serta mempermudah 

masyarakat dalam mencari keadilan tanpa harus datang ke Pengadilan Negeri Nabire. 

Mengingat keterbatasan personil Hakim dan jarak tempuh yang sangat jauh ke Paniai 

sidang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali (tergantung kondisi daerah). 

Berikut realisasi anggaran untuk penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan tahun 

2019 : 

NO. URAIAN  

BELANJA REALISASI BELANJA 

KET Anggaran 
Semula 

Anggaran 
Setelah Revisi 

Realisasi 
Anggaran 

Sisa Anggaran 
Realisasi 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Perkara Peradilan 
Umum yang 

diselesaikan melalui 
Sidang diluar 

Gedung Pengadilan 

Rp. 140.616.000,- Rp. 86.600.000,- Rp. 86.320.000,- Rp. 280.000,- 99,68 - 

 

 

 Perkara Prodeo(Pembebasan Biaya Perkara). 

Pada tahun anggaran 2019 Pengadilan Negeri Nabire tidak mendapatkan angaran 

untuk Pembebasan Biaya Perkara (Perkara Prodeo), sehingga tidak ada perkara prodeo 

yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Nabire. 
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BAB III 

SUMBER DAYA MANUSIA 

A. SUMBER DAYA MANUSIA. 

Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada kualitas, integritas, dan 

kinerja individu yang bekerja didalamnya, apabila integritas dan kinerja individu yang 

bekerja diorganisasi tersebut tidak berkualitas dan professional, maka akan menjadi 

kendala dalam menjalankan suatu sistem yang berorientasi hasil (result oriented) dan 

berbasis pada kinerja. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut 

dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang tinggi 

dan mempunyai komitmen, semangat serta konsistensi dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya, karena suatu sistem yang berbasis kinerja hanya akan 

menghasilkan output yang memuaskan apabila sistem tersebut dikendalikan dan 

dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka mensinergikan 

progam pengembangan SDM yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Nabire dengan 

Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dicanangkan oleh 

Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan suatu Pengadilan yang Unggul (Court 

Excelence) dan suatu Badan Peradilan Indonesia yang Agung maka Pengadilan Negeri 

Nabiremencoba menuangkan misi dan agenda perubahan dalam bentuk peningkatan 

kapasitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi. Oleh karena itu Pengadilan 

Negeri Nabire telah senantiasa meningkatkan kualitas dan profesionalisme bagi Hakim, 

Pejabat Struktural, Fungsional, maupun seluruh staf .  

 

 Profil Sumber daya Manusia  

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Nabire adalah sebagai berikut, profil 

sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Nabire : 

a) Hakim  

Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire (sesuai data per bulan Desember 

2019)berjumlah 4 (sepuluh) orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua). Adapun 

datanyasesuai dengan Daftar Urut Senioritas adalah sebagai berikut : 

1) Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H. (Ketua) 

2) Cita Savitri, S.H., M.H. (Wakil Ketua) 

3) Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. (Hakim) 

4) Ariandy, S.H. (Hakim) 
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b) Kepaniteraan. 

1) Panitera dan Panitera Muda. 

Dalam melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan, Panitera dibantu oleh 3 

(tiga)Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, 

PaniteraMuda Hukum dengan susunan sebagai berikut :  

1) A. Raimundus Nakapa, S.Sos. (Panitera) 

2) Zainal, S.H. (Panitera Muda Pidana) 

3) Sunarsi. (Panitera Muda Perdata) 

4) Martha Tasik, S.IP. (Panitera Muda Hukum)  

 

2) Panitera Pengganti 

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire berjumlah 4 orang 

dengan data sebagai berikut : 

1) Lindawati Gurning. 

2) Marthina Latu 

3) Irwan, S.H., M.H. (diberbantukan pada KepaniteraPidana) 

4) Fera Thomas Tanduk, S.H. (diperbantukan pada Kepanitera Hukum)  

 

3) Jurusita 

Jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire berjumlah 1 orang dengan data 

sebagai berikut : 

1) Agustina. (diberbantukan pada KepaniteraPerdata) 

 

4) Jurusita Pengganti 

JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Nabire berjumlah4 orang dengan 

data sebagai berikut : 

1) Annang Dwi Iriyanto, S.T.(merangkap staf Sub Bagian Umum Dan 

Keuangan) 

2) Danang Galih Wahyu Hidayat, A.Md. (merangkap Bendahara) 

3) Indra Buchari, A.Md. (merangkap staf Sub Bagian Umum Dan Keuangan) 

4) Imelda Doti Rombe Payung.(diberbantukan pada KepaniteraPidana) 

 

5) Staf Pada Kepaniteraan Muda Perdata 

Staf Kepaniteraan Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Nabire berjumlah: 

1(satu) orang dengan data sebagai berikut : 
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1) Okiawan Waseso, S.H. (Kasir) 

 

6) Staf Pada Kepaniteraan Muda Pidana 

Pada bagian Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Nabire tidak 

memiliki staf, untuk penunjang kelancaran kinerja terdapat  panitera pengganti 

dan jurusita pengganti yang diperbantukan pada bagian tersebut. 

 

7) Staf Pada Kepaniteraan Muda Hukum 

Staf Kepaniteraan Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Nabire berjumlah: 

1(satu) orang dengan data sebagai berikut : 

1) Maxi Rolando Mananti, S.AP. 

 

c) Kesekretariatan. 

 Sekretaris dan Kasubag. 

Dalam upaya mendukung tugas-tugas Kesekretariatan, sekretaris dibantu 

oleh tiga (3) Kepala Sub Bagian yang terbagi atas Kepala Sub Bagian Umum 

danKeuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata 

Laksana,dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan 

Pelaporan.Adapun Susunannya adalah sebagai Berikut : 

1) Muh Arifin, S.HI. (Sekretaris) 

2) Masdianah, S.E.(Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan 

Tata Laksana) 

3) Warsidi. (Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan) 

4) Wehelmus Maniawasi, A.Md. (Kepala Sub Bagian Perencanaan, 

Teknologi Informasi dan Pelaporan) 

 Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan. 

Untuk membantu tugas-tugas di Sub Bagian Umum Dan Keuangan 

ditugaskanJurusita Pengganti berjumlah 3 (tiga) orang dan tenagahonor 

berjumlah 6 (enam) orang dengan data sebagai berikut:  

1) Annang Dwi Iriyanto, S.T. (Jurusita Pengganti) 

2) Danang Galih Wahyu Hidayat, A.Md. (Jurusita Pengganti) 

3) Indra Buchari, A.Md.(Jurusita Pengganti) 

4) Yohanis Rani. (Sopir) 

5) Dwi Hidayatuloh. (Sopir) 

6) Tony Frans Maray. (Satpam) 
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7) Yulius Degei. (Satpam) 

8) Naomi Salu. (Pramubakti) 

 Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana. 

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dibantu oleh 1 

(satu) orang tenagahonor sebagai berikut : 

1) Yuni. (Pramubakti) 

 Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan.  

Adapun tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, 

dan Pelaporan dilaksanakan oleh 1 (satu) orang staf sebagai berikut : 

1) Robertus Nugraha Setya Wahyudi, S.Kom. 

 

1. Rekruitment. 

Pengadilan Negeri Nabire pada tahun 2019mendapatCalon Pegawai Negeri Sipil 

berjumlah 1 orang dengan jabatan CPNS, sebagai berikut. 

No Nama, NIP dan Golongan Jabatan 

1 

Maxi Rolando Mananti.S.AP. 

Penata Muda,(III/a) 

TMT : 1 April 2019 

CPNS Pada Pengadilan 

Negeri Nabire 

 

2. Mutasi 

- Mutasi Keluar 

 Pengadilan Negeri Nabire  pada tahun 2019tidak ada Hakim dan Pegawai yang di 

mutasikan. 

- Mutasi Masuk 

Pengadilan Negeri Nabire pada tahun 2019 ada Hakimpenambahan masuk, 

sebagai berikut. 

No Nama, NIP dan Golongan Jabatan 
Satker Asal 

Nama Satker Jabatan 

1 Cita Savitri.S.H., M.H. 
Wakil Ketua 

PN. Nabire 

Pengadilan Negeri 

Jayapura 
Hakim 

3. Promosi 

- Promosi Jabatan 

Pegawai pada Pengadilan Negeri Nabire yang Promosi Jabatan di tahun 2019 : 
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No. Nama dan NIP Jabatan Lama Jabatan Baru 

-- N I H I L -- 

- Promosi Pangkat. 

Pegawai pada Pengadilan Negeri Nabire yang Kenaikan Pangkat di tahun 2019 : 

No Nama dan NIP TMT Keterangan 

1 
Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H. 
 

1 Oktober 2019 
Ketua PN.Nabire 

Gol. IV/a ke IV/b 

2 
Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. 
 

1 April 2019 
Hakim 

Gol. III/b ke III/c 

 

3 

Ariandy, S.H. 
 

1 April 2019 
Hakim 

Gol. III/b ke III/c 

 

4 

Martha Tasik, S.IP. 
 

1 April 2019 
Panitera Muda Hukum 

Gol. III/c ke III/d 

5 
Wehelmus Maniawasi, A.Md. 

 

1 April 2019 
Kasubag PTIP 

Gol. III/b ke III/c 

6 
Marthina Latu. 

 

1 April 2019 
Panitera Pengganti 

Gol. III/b ke III/c 

4. Pensiun. 

Adapun Pegawai pada Pengadilan Negeri Nabire yang memasuki masa pensiun di 

tahun 2019 sebagai berikut : 

No Nama dan NIP Jabatan Keterangan 

1 Mesak Renjaan 
 

Wakil Panitera 

(WAPAN) 
- 

2 Oktovianus Yogi 
 

Jurusita Pensiun Karena Meninggal 

 

5. Diklat. 

Diklat teknis maupun non-teknis yang di ikuti oleh pimpinan dan pegawai pada 

Pengadilan Negeri Nabire di tahun 2019 sebagai berikut : 

NO. URAIAN KEGIATAN NAMA PESERTA TEMPAT DAN TANGGAL 

1. Diklat PIM IV Muh Arifin, S.HI. 
Pusdiklat Keagamaan 

Surabaya 

2. Diklat PIM IV Masdianah, S.E. 
Pusdiklat Keagamaan 

Surabaya 

3. Diklat Calon Hakim(PPC) Rastra Dhika.S.H. 
Pusdiklat Badan Litbang 

Kumdil MA RI, Megamendung 
- Bogor 

4. Diklat Calon Hakim(PPC) Agung Nurfadli,S.H. 
Pusdiklat Badan Litbang 

Kumdil MA RI, Megamendung 
- Bogor 
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5. Diklat Calon Hakim(PPC) Hanry Ichfan Adityo,S.H. 
Pusdiklat Badan Litbang 

Kumdil MA RI, Megamendung 
- Bogor 

6. Diklat Calon Hakim(PPC) Dani Agustinus, S.H. 
Pusdiklat Badan Litbang 

Kumdil MA RI, Megamendung 
– Bogor 

7. Diklat Prajabatan 

Maxi Rolando Mananti, 

S.AP. 
LAN Makasar 

 

- Sumber Daya Manusia (SDM)pada Pengadilan Negeri Nabire Tahun 2019 

Jumlah Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Nabire(sesuai 

kondisi pada tgl 31 Desember 2019) : 

 

No. Nama Jabatan Keterangan 

1 Erenst Janner Ulaen.S.H., M.H. Ketua  

2 Cita Savitri, S.H., M.H. Wakil Ketua  

3 RifinNurhakimSahetapi, S.H. Hakim  

4 Ariandy, S.H. Hakim  

5 A.R. Nakapa, S.Sos. Panitera  

6 Muh Arifin, S.HI. Sekretaris  

7 MesakRenjaan Wakil Panitera Pensiun 

8 Martha Tasik, S.IP. Panitera Muda Hukum  

9 Sunarsi Panitera Muda Perdata  

10 Zainal, S.H. Panitera Muda Pidana  

11 Warsidi 
Kasubag Umum dan 

Keuangan 
 

12 Masdianah, S.E. 

Kasubag kepegawaian,  

Organisasi dan 

Tatalaksana 

 

13 WihelmusManiawasi, A.Md. 

Kasubag Perencanaan, 

Teknologi Informasi dan 

Pelaporan 

 

14 LindawatiGurning Panitera Pengganti  

15 Marthina Latu Panitera Pengganti  

16 Irwan, S.H., M.H. Panitera Pengganti  

17 Feral Thomas Tanduk, S.H. Panitera Pengganti  

18 Agustina Jurusita  



 

Laporan Kegiatan Pada Pengadilan Negeri Nabire Tahun 2019-  Hal.19 

19 Oktovianus Yogi Jurusita Pensiun 

20 Annang Dwi Iriyanto, S.T. Jurusita Pengganti  

21 Danang Galih Wahyu Hidayat, A. Md. Jurusita Pengganti  

22 Indra Buchari, A.Md. Jurusita Pengganti  

23 Imelda DotiRombe Payung Jurusita Pengganti  

24 OkiawanWaseso, S.H. Staf Perdata  

25 
Robertus Nugraha SetyaWahyudi, 

S.Kom. 

Staf Perencanaan, 

Teknologi Informasi dan 

Pelaporan 

 

26 Rastra Dhika.S.H. PNS/Calon Hakim  

27 Agung Nurfadli,S.H. PNS/Calon Hakim  

28 Hanry Ichfan Adityo,S.H. PNS/Calon Hakim  

29 Dani Agustinus, S.H. PNS/Calon Hakim  

30 Maxi Rolando Mananti, S.AP. CPNS  
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BAB IV 

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN 

TEKNOLOGI INFORMASI. 

 

A. PENGELOLAAN KEUANGAN 

Pada Pengadilan Negeri Nabire pada tahun anggaran 2019 mengelola 2 DIPA 
sebagai berikut : 

1) DIPA-005.03.2.400102/2019 tanggal 05 Desember 2018 (03. Badan 

Peradilan Umum) 

2) DIPA-005.01.2.400101/2019 tanggal 05 Desember 2018 (01. Badan Urusan 

Administrasi) 

Adapun rincian realisasi anggaran dan pendapatan negera bukan Pajak 

Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut : 

1) Realisasi DIPA-005.03.2.400102/2019 tanggal 05 Desember 2018 (03. Badan 

Peradilan Umum) pada Pengadilan Negeri Nabire sebesar 94,87% dengan 

rincian sebagai berikut : 

 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03) 

- Pagu Awal : Rp. 213.816.000,- 

- Pagu Setelah Sevisi : Rp. 154.880.000,- 

- Realisasi : 146.930.000,- 

- Sisa : Rp. 7.950.000,- 

- % Realisasi Anggaran  : 94,87% 

2) DIPA-005.01.2.400101/2019 tanggal 05 Desember 2018 (01. Badan Urusan 

Administrasi) pada Pengadilan Negeri Nabire sebesar  96,29% dengan 

rincian sebagai berikut : 

 Program Dukungan  Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

(DIPA 01) 

1) Belanja Pegawai 

- Pagu: Rp. 3,029,798,000.- 

- Realisasi                       : Rp. 3,021,606,534.- 

- Sisa                              : Rp. 8,191,466.- 

- % Realisasi Anggaran  : 99,37% 
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2) Belanja Barang Non Operasional 

- Pagu                             : Rp. 72,810,000,- 

- Realisasi                       : Rp. 55,126,800,- 

- Sisa                               : Rp. 17,683,200.- 

- % Realisasi Anggaran  : 75,71% 

3) Belanja Barang Operasional 

- Pagu                             : Rp.1,183,285,000.- 

- Realisasi                       : Rp.1,048,218,570.- 

- Sisa                              : Rp.135,066,430.- 

- % Realisasi Anggaran  : 88,59% 

4) Belanja Modal 

- Pagu                             : Rp.76,500,000.- 

- Realisasi                       : Rp.75,555,000.- 

- Sisa                              : Rp.945,000.- 

- % Realisasi Anggaran  : 98,76% 

 

3) Pendapatan (PNBP): 

 Pendapatan PNBP 2019 Badan Urusan Administrasi : Rp.6,730,764.- 

 Pendapatan PNBP 2019 Badan Peradilan Umum :Rp.13,093,000.- 

 

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA. 

Pengadilan Negeri Nabire terletak di Jalan Merdeka No. 69 Nabire. Gedung 

kantor Pengadilan terdiri dari 2 (dua) lantai yang berdiri di atas lahan tanah seluas 

3.473 m2 dan luas bangunan 1.376 m2. Adapun kondisi umum Pengadilan Negeri 

Nabire dapat kami jelaskan sebagai berikut : 

 
 Sarana dan Prasaranan pada Pengadilan Negeri Nabire 

NO. Uraian Jumlah Keterangan 
    

 Sarana/Prasarana Gedung   
    

1 Ruang Ketua 1 Ruangan  

2 Ruang Wakil Ketua 1 Ruangan  

3 Ruang Hakim 2 Ruangan  

4 Ruang Panitera 1 Ruangan  

5 Ruang Sekretaris 1 Ruangan  

6 Ruang Sidang Umum 2 Ruangan  

7 Ruang Sidang Anak 1 Ruangan  

8 Ruang Kepaniteraan :   
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 d) Kepaniteraan Muda Pidana 1 Ruangan  

 e) Kepaniteraan Muda Perdata 1 Ruangan  

 f) Kepaniteraan Muda Hukum 1 Ruangan  

 g) Ruang Panitera Pengganti 2 Ruangan  

9 Ruang Kesekretariatan   

 h) Umum dan Keuangan 2 Ruangan  

 i) Kepegawaian dan ORTALA 1 Ruangan  

 j) Teknologi Informasi dan Pelaporan 1 Ruangan  

10 Ruang Tahanan 1 Ruangan  

11 Ruang Barang Bukti 1 Ruangan  

12 Ruang Arsip 1 Ruangan  

13 Ruang Perpustakaan 1 Ruangan  

14 Ruang Mediasi,Media Center 1 Ruangan  

15 Ruang Laktasi, Kesehatan, Bermain Anak 1 Ruangan  

16 
Ruang PEKSOS, BAPAS, Penasehat 

Hukum 
1 Ruangan  

17 Ruang Kamar Mandi/Toilet 3 Ruangan  

18 Ruang Tamu Terbuka 1 Ruangan  

19 Area Merokok 1 Ruangan  
    

 Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran   
    

20 Komputer  18 Unit  

21 Laptop 17 Unit  

22 Infokus 1 Unit  

23 AC 18 Unit  

24 Faximile 1 Unit  

25 Genset 2 Unit  

26 TV LCD 3 Unit  

27 Kamera DSLR 1 Unit  

28 CCTV 16 chanel 1 Unit  
    

 

 Rumah Dinas pada Pengadilan Negeri Nabire 

NO. Uraian 
Juml

ah 

Kondisi 

Keterangan 
Baik 

Rusak 
Ringan 

Rusak 
Berat 

       

1 Rumah Dinas Ketua 1 unit √ - -  

2 Rumah DinasWakil Ketua 1 unit √ - -  

3 Rumah Dinas Hakim 5 unit √ - -  

4 Rumah Dinas Panitera 1 unit √ - -  

5 Rumah Dinas Sekertaris 1 unit √ - -  

 

 Kendaraan Dinas pada Pengadilan Negeri Nabire 

No. Uraian 
Tahun 

Perolehan 

Kondisi 
*Keterangan 

Baik 
Rusak 
Ringan 

Rusak 
Berat 
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Jenis Kendaraan Roda 4 

 

1 Minibus 2015 √ - - Mobil Ketua 

2 Minibus 2007 √ - - 
Mobil Wakil 

Ketua 

3 Minibus - √ - - Operasional 

 

Jenis Kendaraan Roda 2 

 

1 Bebek Jupiter Z 2011 √ - -  

2 Bebek Jupiter Z 2011 √ - -  

3 Bebek Supra Fit 2007 √ - -  

4 Bebek Supra X 2005 √ - -  

5 Bebek Supra X 2005 √ - -  

 

 

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI 

Untuk mendorong terwujudnya Badan Peadilan yang Agung, Pengadilan Negeri Nabire 

menempatkan pembenahan Tehnologi Informasi (TI) sebagai salah satu prioritas 

perubahan, yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang menjamin 

keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi 

modern berbasis TI terpadu. Kebijakan yang diambil salah satunya adalah dengan 

pendampingan secar terus menerus baik dari tingkat supervise, operator maupun user 

dalam implementasi dari masing-masing aplikasidilakukan secara rutin.Sedangkan sarana 

dan prasaran IT: 

 PerangkatLunak(SOFTWARE) : 

Infrastruktur pendukung yang berupa perangkat lunak/software yang ada di Pengadilan 

Negeri Nabire baik yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung, instansiterkait adalah 

sebagai berikut : 

No. Nama Aplikasi Pengembang Fungsi/Kegunaan 

1 SIPP 
 
Fungsi/Kegunaan  

 

MA-RI  Penunjang Kegiatan keperkaraan 

mulai dari Pendaftaran Perkara 

sampaidengan Putusan dan 

Minutasi serta upaya hukum. 

 Desk Info(Jadwal Sidang) 

2 MIS MA-RI Aplikasi Monitoring kinerja 

daripenginputan data pada SIPP. 

3 e-Court MA-RI  Pendaftaran Perkara Online. 

 Pembayaran Panjar Biaya Perkara 
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Online. 

 Pangilan Pihak secara Online. 

 Persidangan secara Online 

4 PTSP + MA-RI  Aplikasi Register Persuratan pada 

Pengadilan Negeri Nabire. 

 Aplikasi Register Surat Keterangan 

dari kepaniteraan Hukum secara 

manual maupun online. 

 Aplikasi Register    

5 SIMAK BMN  
 

 

KemenKeu  Penatausahaan BMN di 

Pengadilan Negeri Nabire 

 Pelaporan BMN Pengadilan Negeri 

Nabire  

6 Persediaan  

 
KemenKeu Proses Pencatatan Data 

BarangPersediaan 

7 SIMAN  KemenKeu Pengelolaan BMN berbasis Internet  

8 SIMANTAP  KemenKeu Pendataan Sertifikat Tanah yang 

dimiliki Pengadilan Negeri Nabire  

9 SIKEP  

 
MA-RI  Sistem Manajemen SDM 

Mahkamah Agung 

 Menghimpun/ mengumpulkan 

seluruh data kepegawaian 

10 KOMDANAS  MA-RI 

 

 Komunikasi data antara MA  

dengan seluruh satkerdibawahnya 

 Monitoring dan Evaluasi  terhadap 

kinerja 

 Memudahkan proses  pengiriman 

laporan secara elektronik/ ADK/ 

Softcopy  SAS KemenKeu 

Pembuatan SPM dan SPP  

11 RKA-KL  
 

KemenKeu  Pembuatan Rencara Anggaran 

Tahun Anggaran mendatang 

 Revisi POK Tahun Anggaran 

Berjalan  

12 RKA-KL Online  KemenKeu Monitoring serta Download DIPA dan 

ADK  

13 SAIBA  KemenKeu Pembuatan Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 

berjalan  

14 GPP  KemenKeu 

 

 Pembuatan Gaji Induk Pegawai 
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 Pembuatan Uang Makan Pegawai  

15 SIMARI  MA-RI 

 

 Pelaporan PNBP Online ke Biro 

Keuangan MA RI  

 Pelaporan RKA-KL Online ke Biro 

Perencanaan dan Program MA RI  

16 e-LLK MA-RI Pengukuran Kinerja secara elektronik  

17 KP2N  KemenKeu Pencatatan PNBP 

18 SIMPONI  KemenKeu Penyetoran SSBP, SSP, SSPB 

19 e-MONEV  

 
KemenKeu Mengefektifkan dan mengefisienkan 

pelaporan menuju pada peningkatan 

kualitas dengan melakukan 

penyederhanaan terhadap format, 

aplikasi dan mekanisme pelaporan 

monev kinerja pembangunan 

 
 

 PerangkatKeras (HARDWARE) : 

Infrastruktur pendukung yang berupa perangkat keras/hardware yang ada di 

Pengadilan Negeri Nabire, adalah sebagai berikut : 

a) Server 

b) Switch Hub 

c) Modem 

d) Komputer 

e) Laptop 

f) Jaringan    

g) Wifi (acces point)     

h) LCD TV                           

i) Printer      

j) Scanner    
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BAB V 

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 

 

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU. 

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya, 

termasuk Pengadilan Negeri Nabire senantiasa berupaya membangun citra 

positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan 

pengadilan yang agung (Court ofExcellence). 

Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka 

Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru(BluePrint) 

Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035 yang merupakan penyempurnaan 

dari Cetak Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih mempertajam arah dan 

langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. 

Penyusunan Cetak Biru tersebut dengan menggunakan pendekatan 

kerangka pengadilan yang unggul (TheFrameworkofCourts Excellence). 

Kerangka tersebut terdiri dari 7(tujuh) area “Peradilan yang Agung” yang dibagi 

ke dalam 3(tiga) fungsi, yaitu: pengarah/pengendali (driver), system dan 

penggerak (systemand enabler), dan hasil(result). 

Sebagai fungsi pengarah adalah area: 

1. Kepemimpinan dan manajemen Pengadilan.  

Fungsi sistem dan penggerak, berada dalam area: 

2.Kebijakan-kebijakan Pengadilan; 

3.Sumber daya manusia, sarana-prasarana dan keuangan; 

4.Penyelenggaraan persidangan.  

Sedangkan fungsi hasil dalam area: 

5.Kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan Pengadilan; 

6.Pelayanan Pengadilan yang terjangkau; 

7.Kepercayaan dan keyakinan masyarakat kepada Pengadilan. 

Ruang lingkup implementasi Sistem Manajemen Mutu Standar Akreditasi 

Penjaminan Mutu Peradilan Umum-ICPE untuk Pengadilan Negeri Nabire 

meliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh 

unit di Pengadilan Negeri Nabire, meliputi: 

 Manajemen peradilan; 
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 Administrasi perkara; 

 Administrasi persidangan; 

 Administrasi umum; 

 Pelayananpublik; 

 Pengelolaankas; 

 Pengadaanbarangdanjasa; 

 Pengawasan; 

 PenangananPengaduan. 

Adapun unit diPengadilanNegeri Nabireyang melaksanakan 

kegiatanpelayananadalah: 

Pimpinan, yangterdiri dariKetuadanWakil Ketua; 

2.Hakim/Majelis Hakim; 

3.Panitera; 

4.Sekretaris; 

5.Kepaniteraan,yangterdiri : 

a. PaniteraMudaPidana;  

b. PaniteraMudaPerdata; 

c. PaniteraMudaHukum; 

6.PaniteraPengganti; 

7.Jurusita; 

8.Kesekretariatan,yangterdiri: 

a. Sub BagianUmumdan Keuangan; 

b. Sub BagianKepegawaian,OrganisasidanTataLaksana; 

c. Sub BagianPerencanaan, Teknologi Informasidan Pelaporan. 

Pengadilan Negeri Nabire telah dilakukan Penilaian oleh Tim Akreditasi 

Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Jayapura dan pada tanggal 13 Juli 2018 di 

Balikpapan, Pengadilan Negeri Nabire menerima sertifikasi Akreditasi dengan hasil 

“B”.  

Pengadilan Negeri Nabire terus membenahi Mutu Pengadilan agar nilai 

Akreditasi meningkat, dari hasil penilaian Pengadilan Tinggi Jayapura, terbukti 

pada tanggal 18 September 2019 di Jakarta , Pengadilan Negeri Nabire menerima 

sertifikasi Akreditasi dengan hasil “A” Excellent.  
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B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP). 

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk itu Pengadilan Negeri 

Nabire telah menerapkan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

Pelayanan PTSP di Pengadilan Negeri Nabire diharapkan dapat mewujudkan pelayanan 

yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau, perubahan sistem pelayanan 

tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam PTSP. Pelayanan 

yang ada pada PTSPmeliputi bagian Perdata, Pidana, Hukum serta Umum dan Keuangan. 

Berikut PTSP Pengadilan Negeri Nabire : 

 

Tempat Pelayanan PTSP 

 

Aplikasi PTSP 
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C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK. 
 

Pelayanan publik di Pengadilan Negeri Nabire telah melakukan perubahan yang 

mengarah pada kemudahan pelayanan untuk masyarakat pencari keadilan. Untuk 

mewujudkan pelayanan dan kinerja Pengadilan Negeri Nabire yang PRIMA, standar 

pelayanan Pengadilan Negeri Nabire terdiri dari Pelayanan Informasi Persidangan, 

Informasi Biaya Panjar Perkara, Informasi dan Pengaduan, Surat Keterangan, Persuratan 

dan prasarana pendukung lainnya. 

Inovasi pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Nabire belum sepenuhnya dapat 

terealisasikan, namun Pengadilan Negeri Nabire akan terus berusaha mengoptimalkan 

pelayanan terhadap masyarakat. Berikut bentuk Pelayanan Publik secara teknologi pada 

pengadilan negeri nabire : 

 

Website PN Nabire 

 

Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan MA(SIWAS) 
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SIPP Pengadilan Negeri Nabire 
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BAB VI 

PENGAWASAN 

A. INTERNAL. 

- PENGERTIAN. 

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan 

sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan 

pengawasan fungsional. 

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian 

secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara 

prefentif dan refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif 

dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang-undangan. 

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat 

pengawas pada tahun anggaran 2019, di Pengadilan Negeri Nabire telah dilaksanakan 

pengawasan Internal dalam Bentuk Pengawasan Fungsional sekaligus melekat, yaitu 

dengan pengawasan yang bersifat rutin/reguler baik dari Pengadilan Tinggi Jayapura 

maupun Pengawasan dari Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Nabire. 

- MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN. 

Pengawasan internal yang bersifat reguler/rutin pada Pengadilan Negeri Nabire 

dilakukan dengan maksud untuk : 

1. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan 

administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan 

sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan. 

2. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan perencanaan dan pelaksanaan tugas-

tugas peradilan. 

3. mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi dan ketidakefisiensian 

penyelenggaraan peradilan. 

4. Menilai kinerja aparat peradilan. 

5. Identifikasi dan inventarisasi kendala dan permasalahan sehingga memudahkan 

evaluasi dan pemecahan masalah (solusi). 
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- BENTUK DAN METODE PENGAWASAN. 

Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Negeri Nabire dilaksanakan dalam 

bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap 

para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik dibidang kepaniteraan maupun 

kesektariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi 

tindakan sebagai berikut: 

 
1. Memeriksa program kerja. 

2. Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan/pelaksanaan program kerja. 

3. Memberikan saran-saran untuk perbaikan. 

4. Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Nabire. 

5. Merekomendasikan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Nabire atau Pejabat 

yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut ; 

- PELAKSANAAN PENGAWASAN. 

Pengawasan rutin /reguler  bertujuan untuk mengetahui rencana-rencana 

kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dan mengevaluasi sejauh mana program 

kerja Pengadilan Negeri Nabire dapat dilaksanakan serta hambatan-hambatan apa 

saja yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja. 

Pengawasan rutin/regular pada Pengadilan Negeri Nabire adalah dengan 

melakukan pemeriksaan secara konprehensif terhadap seluruh aspek 

penyelenggaraan peradilan yang meliputi : 

1. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencangkup : 

 Administrasi perkara. 

 Administrasi persidangan. 

2. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungankesektariatan yang mencakup : 

 Administrasi kepegawaian. 

 Administrasi keuangan. 

 Administrasi umum dan inventaris. 

3. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan 

dan kualitas pelayanan publik. 
 

4. Kedisiplinan waktu. 

Jam kerja Pengadilan adalah seperti berikut : 
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- PELAPORAN, PENGADUAN REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT. 

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah 

dilakukan oleh para Hakim Pengawas  pada Pengadilan Negeri Nabire baik dengan 

pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta 

evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan 

kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara 

pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya 

dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire. 

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak 

lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri 

Nabire atau para pejabat yang berkopenten untuk segera menindak lanjuti hasil 

temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja 

secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan 

diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran 

berikutnya. 

Alur penerimaan Pengaduan Di Pengadilan Negeri Nabire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senin – Kamis 
Jam Kerja : 08.00 – 16.30 

Istirahat    : 12.00 – 13.00 

Jumat 
Jam Kerja : 08.00 – 17.00 

Istirahat   : 11.30 – 13.00 

Pengaduan diteruskan kepada 

Panmud Hukum 

Tanda terima untuk Pelapor 

Pengaduan diteruskan kepada Ketua 

Pengadilan 

Panmud Hukum Menelaah 

Pengaduan 

Pengaduan dicatat 

Pengaduan di terima di meja pengaduan 

(Secara langsung/surat/website) 

Ketua Pengadilan melakukan tindak 

lanjut ke Badan Pengawas MARI 

Ketua Pengadilan melakukan tindak 

lanjut ke Pengadilan Tinggi  
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B. EVALUASI  

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah 

dilakukanoleh para Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Nabire baik dengan 

pelaksanaan tugaspokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta evaluasi 

ataspenyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas 

pelayanan 

publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan 

dengansusunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada 

KetuaPengadilan Negeri Nabire.  

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut 

paraHakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire atau 

parapejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, 

sehinggapada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan 

tepat sertakendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga 

tidakmuncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari Laporan Tahunan 2019 yang kami susun ini, kami simpulkan mengenai beberapa 

hal yang berkaitan dengan kinerja kami dalam pengelolaan Pengadilan Negeri Nabire, 

diantaranya ialah : 

a) Kebijakan umum yang kami lakukan dalam rangka meningkatkan kinerja  pelayanan 

terhadap masyarakat dan penglolaan sistem yang berjalan telah kami lakukan 

sesuai dengan petunjuk dan arahan dari instansi yang ada di atas kami dengan 

menyesuaikan kondisi yang ada pada Pengadilan Negeri Nabire walaupun dalam 

realisasinya belum optimal. 

b) Struktur Organisasi dan pembagian kewenangan telah kami sesuaikan dengan SOP 

dan telah dijalankan dengan baik oleh segenap unsur pada Pengadilan Negeri 

Nabire. 

c) Manajemen dan pengelolaan perkara pada Pengadilan Negeri Nabire pada Tahun 

2019 ini banyak menyisakan pekerjaan rumah bagi kami di Tahun 2019 nanti, 

mengingat kami mengalami peningkatan jumlah perkara yang masih dalam proses 

hingga tutup Tahun 2019. 

d) Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Nabire telah dijalankan dengan baik 

dan terus menerus dikembangkan agar lebih efektif dan obyektif.  

e) Pengelolaan dan peningkatan kualitas SDM Pengadilan Negeri Nabire pada Tahun 

2019 ini telah kami lakukan dengan sebaik-baiknya dengan banyaknya Hakim, 

Pejabat Struktural maupun karyawan yang kami kirimkan untuk mengikuti berbagai 

macam Diklat dan seminar untuk meningkatkan profesionalisme kerja. 

f) Pengelolaan Aset pada Pengadilan Negeri Nabire telah dijalankan sesuai aturan dan 

mekanisme yang ada dan telah berjalan dengan cukup baik. 

g) Pengelolaan Keuangan Pengadilan Negeri Nabire telah dijalankan dengan baik 

sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada, akan tetapi kami kurang maksimal 

dalam hal penyerapan anggaran. 

h) Pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum Pengadilan Negeri Nabire 

telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

standard operating procedure (SOP). 
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B. REKOMENDASI 

a) Diperlukan sosialisasi yang lebih aktif dari Mahkamah Agung maupun Pengadilan 

Tinggi mengenai Blue Print Pembaruan Pengadilan 2010-2035. 

b) Terkait penglelolaan pegawai supaya dapat ditambah staf administrasi baik 

Kepaniteraan maupun Kesekretariatan serta Jurusita/Jurusita Pengganti mengingat 

banyaknya staf yang masih merangkap pekerjaan di bagian administrasi baik 

kepaniteraan maupun kesekretariatan. 

c) Penguatan fungsi litbang dan diklat mengingat masih lemahnya SDM pengelola 

keuangan, asset maupun perencanaan kinerja. 

d) Penguatan pengawasan melalui penempatan inspektorat yang berkompeten dari MA 

yang sifatnya tidak terikat dengan Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat 

banding dan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemeriksaan dan 

pengawasan. 

e) Mengingat kebutuhan ruangan yang semakin banyak, sedangkan ruang yang ada 

sangat terbatas dan sebagian gedung Pengadilan Negeri Nabire masih 

menggunakan spesifikasi gedung lama, maka mohon agar berikan belanja untuk 

rehab berat/membangun ulang gedung untuk disesuaikan dengan gedung prototype 

pengadilan. 

 

Demikian Laporan Tahunan tahun 2019 ini kami buat sebagai visualisasi 

pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Nabire selama tahun 2019. Laporan ini 

terwujudberkat kerja sama yang baik dari semua pihak dan sebagai salah satu 

bentukpertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Nabire. 

Tentunya, dalamlaporan ini belum dapat tersaji informasi secara detail namun 

setidaknya sudah dapatmenggambarkan secara global pelaksanaan kinerja 

Pengadilan Negeri Nabire, denganharapan laporan ini dapat dijadikan cermin untuk 

perbaikan kinerja danpengambilan kebijakan pada masa yang akan datang. 


